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PEMERINTAH Kota Palu, kembali
, mengalokas1kan penyertaan modal kepada

Hadianto Rasyid

Bank Sulteng, di
APBD-P 2011.
Nilainya sekitar
Rp3 miliar.
Pengalokasian
anggaran terse-
but, sempat
dipertanyakan
oleh beberapa
fraksi di dewan
saat pandangan
umum. Namun
penjelasan ten-
tang pengalo-
kasian anggaran
Rp3 miliar ke

Bank Sulteng, sudah dijelaskan oleh
Walikota Palu dalam tanggapannya atas
pandangan umum fraksi, yang disampaikan
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dalam sidang di DPRD Kota
Palu Kamis kemarin (4/8).
Soal anggaran Rp3 miliar itu
ditanggapi juga salah seorang
anggota dewan, H Hadianto
Rasyid SE. ditemui usai sidang
tanggapan walikota, menurut
Hadi, bahwa apa yang
dilakukan pemerintah Kota
Palu sudah sangat tepat.
“Sesungguhnya, ada dasar
yang menjadi landasan
pemerintah kota menyertakan
modal ke Bank Sulteng. Selain
sebagai kewajiban yang
merupakan salah satu pemegang
saham di Bank Sulteng, juga ada
Perda yang mengatur tentang
penyertaan modal ke pihak ketiga.
Yakni Perda Nomor 3 Tahun
2010, katanya.
Sebenarnyakata Hadi, Pemkot
Palu justru terkesan terlambat
menyetorkan kewajibannya ke
Bank Sulteng. Seharusnya,
penyertaan modal itu sudah

harus dilakukan sejak 2010
silam.

“Penyertaan ini, kita sudah
pernah bahas waktu 2009 atau
2010 silam. Saya salah satu
anggota Banggar yang
membahas soal ini,” ujar wakil
rakyat utusan Partai Hanura itu.

Katanya, kalau mau dikal-
kulasi, Pemkot sama sekali
tidak perlu khawatir dan ragu
dengan kejelasan penyertaan
modal tersebut. Sebab secara
jelas, eksistensi Bank Sulteng
sebagai salah satu perusahaan
milik pemerintah daerah yang
notabene berarti milik negara
sangat kecil kemungkinannya
memberikan dampak buruk
bagi APBD Pemkot.

“Ini investasi. Yang punya
modal di bank sulteng itu,
selain provinsi pun ada sepuluh
kabupaten plus Kota. Ini
bagian dari kewajiban kita
sebagai pemilik saham,” jelas
ketua Hanura Kota Palu itu.

Tanpa bermaksud
membandingkan, namun kata
Hadi, penyertaan modal ini

jelas landasan hukum dan
tujuannya. Beda ketika
penyertaan modal Pemkot ke
mal Tatura. Hal itu katanya,
menyimpang karena
penyertaan itu tidak dilandasi
oleh Perda sebagai regulasi
pelaksananya. Kemudian
selama beberapa tahun, mal
Tatura belum memberi dampak
profit bagi PAD Kota.
Sehingga pernah mendapat
sorotan dari BPK. Meski saat
ini hal itu sudah diklirkan.

' Dengan lahirnya Perda soal

penyertaan modal ke pihak ketiga.
Dan pemerintah akhimya berhasil
menguasai sekitar 98 persen
saham di mal Tatura.

“Kalau ini kan (Bank
Sulteng, red). Kita akan dapat
pembagian hasil melalui
deviden yang besarannya akan
kita terima sesuai besaran
penyertaan modal yang kita
setor ke Bank Sulteng,” urai
Hadi, yang mengaku lupa
berapa besaran persentase
saham Pemkot di Bank
Sulteng. (mda)



                  






